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Peran Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan
(UU-23/2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH )

Empat  urusan  kesehatan yang diserahkan kepada daerah: 

1. Upaya Kesehatan: 

a. Pengelolaan UKP Daerah Kab/Kota dan rujukan  tingkat Daerah Kab/Kota 

b. Pengelolaan UKM Daerah Kab/Kota dan rujukan  tingkat Daerah Kab/Kota 

c. Penerbitan izin RS Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat daerah         

2. Sumberdaya Manusia Kesehatan: 

a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan 

b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah 

3. Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman 

a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal 

b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) 

c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT  

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga 

d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga 

e. Pengawan post market produk makanan minuman industri rumah tangga 

4. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota,  

kelompok  masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat  

kabupaten/kota 
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Kompleksitas Ekosistem Kesehatan
sebagai wahana sosial
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AREA PENGAWASAN RUMAH SAKIT
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STANDAR SEBAGAI ALAT KOORDINASI

HARUS
DITETAPKAN

HARUS
DIGUNAKAN

HARUS
DI EVALUASI

HARUS
DIKEMBANGKAN

ADANYA 
PERATURAN

ADANYA
SOP 

MODIFIED BY SUBUH 070419

PENGAWASAN 
INTERNAL FASYANKES

TOOLS MONITORING
(immediately corrective
action )

TOOLS EVALUASI

INOVASI KRETIFITAS
TECHNOLOGI



Sistem Pengendalian Intern
Committee of Sponsoring Organization (COSO): 

Adalah sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan
komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk
menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut
dicapai, meliputi:

1. efektifitas dan efisiensi operasi,
2. keandalan pelaporan keuangan,
3. Pengamanan aset perusahaan, dan
4. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
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PRINSIP GCG

1. FAIRNESS
2. TRANSPARANCY
3. ACOUNTABILITY
4. INDEPEDENCY
5. RESPONCIBILITYU

IMPLEMENTASI GCG

1. PROSES PENGANGARAN
2. PELAPORAN KEUANGAN
3. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
4. TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

AUDITOR
INTERNAL

1.PARTICIPATION

1. STAKEHOLDER

2. MANAJEMEN

3. PASIEN/PENGUNJUNG

4. TATA TERTIB

5. HAK DAN KEWAJIBAN

2. RULE OF LAW

1. REGULASI, KEBIJAKAN, 

2. KEWENANGAN

3. NON DISKRIMINASI,

4. STANDAR  PROSEDUR KLINIS,

5. HAK DAN KEWAJIBAN,

3. TRANSPARANCY

1. AKSES INFORMASI

2. INFORMED CONCENT,

3. RISIKO KLINIS, BIAYA, 
WAKTU,

4. HAK DAN KEWAJIBAN

5. SECOND OPINION

PENERAPAN GCG DI FASILITAS KESEHATAN



Fungsi AUDITOR INTERNAL  DALAM MANAJEMEN RISIKO 
(Asurans dan konsultansi)

“memberikan KEPASTIAN 
bahwa kegiatan manajemen
risiko telah berjalan dengan
efektif dalam memberikan

jaminan yang wajar terhadap
pencapaian sasaran

organisasi”:
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1. RISIKO UTAMA dari bisnis
telah ditangani dengan baik

2. KEGIATAN MANAJEMEN 
RISIKO DAN PENGENDALIAN 
INTERNAL telah berjalan
dengan efektif

memastikan bahwa:



Peran Dinas Kesehatan dalam Memastikan 
Sinergitas Pengawasan dalam GG
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PENUTUP

• Kompleksitas ekosistem health care di Indonesia membutuhkan suatu 
GCG yang dapat diimplementasikan disemua layer faskes.

• Fungsi Pengawasan memegang peranan kunci dalam mewujudkan 
Healthcare berkualitas, untuk itu diperlukan auditor internal sebagai 
strategic partner yang harus mampu memenuhi kebutuhan organisasi 
dalam pengambilan keputusan strategis organisasi

• Peningkatasn kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam 
melakukan pengawasan  di faskes sudah saatnya untuk terus menerus 
ditingkatkan

• Inovasi dan kreatifitas melalui tehnologi digital, merupakan keharusan 
untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pengawasan


